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PEMERINTAH
KABUPATEN 30120319

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR alo TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

C.

Mengingat : “'“1.

tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerahditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna danberhasil guna, maka perlu membentuk dan menata kembali Organisasi dan TataKerja Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan denganPeraturan Daerah Kabupaten Sorong;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi IrianBarat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi lrian Barat ( LembaranNegara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);Undang—undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangbersih dan bebas Kolusi,korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun! 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor8Tahun 1974 tentang PokokvPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);Undang—undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135

. Tambahan Lembaran Negara Ncmor4151);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peirierintahan Daerah (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4548);

'Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran NeTahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Nomor 4737) '

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor4741);
-

'

gara



Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SORONG

DAN

BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH

. KABUPATEN SORONG TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KELURAHAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
8.

:en-““secara

__

3.5...

___.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang—
Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
daerah;
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong;
Kabupaten adalah Kabupaten Sorong;
Bupati adalah Bupati Sorong;
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong;
Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distriksebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
Kepala Distrik adalah Kepala Pemerintahan Distrik;
Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan.
Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Distrik;
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunj ikkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satu… organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta mandiri:

BAB II

PENETAPAN, KEDUDUKAN,TUGAS.DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Penetapan
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
(2) Kelurahan yang dimaksud sebagaimana Ayat (1) diatas adalah :

1. Kelurahan Aimas; 8. Kelurahan Majaran
2. Kelurahan Malawele; 9. Kelurahan Klamasen
3. Kelurahan Malawili; 10. Kelurahan Klasuluk
4. Kelurahan Klamalu. 11. Kelurahan Warmon
5. Kelurahan Mariyai; 12 Kelurahan i-.-iak'ousun

6. Kelurahan Makbon 13. Kelurahan Makbalim
7. Kelurahan Majener

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal3

(1) Kelurahan adalah willayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di wilayah distrik.



(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala distrik

Baghn Kedga
Tugas
Pasald ,

Kelurahan mempunyai tugas membantu kepala distrik dalam menyelenggarakan iris… pemprinrannn
pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Fu n 9 3 i

Pasal5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi-
Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
Pemberdayaan masyarakat;
Pelayanan Masyarakat;
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan.

”agave

'

BAB III

0 R G A NIS A S |

Bagian Pertama
t Susunan Orgrnisasi

Pasalb

(i) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
Lurah;
Sekretariat ;

Seksi Pemerintahan;
Seksi Ketentraman dan Ketertiban:
Seksi Pembangunan;
Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

ngegpp'p)

Sagun Kedua
PembamanTUgasdanFungm

Lurah
Pasal?

Lurah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelurahan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5.

Sekretaris Lurah
Pasal 8

Sekretaris Lurah mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintahan Kelurahan.

Seksi Pemerintahan
Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan wilayah, pembinaan keagrariaan
pembinaan sosial politik pembinaan kesatuan bangsa dan penyelenggaraan administrai kependudukan.



Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Pasal 10

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan/pelayanan
ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan kerukunan warga serta membantu mengumpulkan dan
menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lain.

Seksi Pembangunan
Pasal1'

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap perekonomian masyarakat.
pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya, menjaga dan memelihara prasarana dan
sarana fisik fasilitas umum, serta membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah
Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK).

Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Pasa|12

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan program dan pembinaan
kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, tenaga kerja dan keluarga
berencana.

BAB lV

KELOMPOK JABATAN FUNGSlONAL
Pasal13

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kelurahan secara
profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (l ) dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Lurah.

(3) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional yang senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kelurahan.

(5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditentukan silat, jenis, kebutuhan dan
beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

BABV
PENGANGKATANDANPEMBERHENHAN

DALAMJABATAN
Pasal14

(l) Lurah, sekretaris lurah dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah sesuai
pelimpahan kewenangan oleh bupati;

(2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan atas usul Kepala
Distrik;

(3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala distrik

BAB VI

TATA KERJA
Pasal15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah dan semua pimpinan satuan kerja dalam lingkungan
Pemerintahan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara
vertikal dan horizontal;

(2) Setiap pimpinan satuan kerja wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya masing- masing serta mi.mberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas
bawahannya;

l



(3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam .ingkungan Pemerintahan Kelurahan wajib mengawasi
bawahannya masing—masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib memberikan laprzran pelaksanaan tugas kepada atasan tepat pada
waktunya;

'

(5) Setiap Pimpinan satuan kerja wajib menindaklanjuti laporan yang diterima;

Pasal16 ,

Apabila Lurah berhalangan melaksanakan tugas maka yang bersangkutan dapat menunjuk satu orang
pejabat satu tingkat lebih rendah dibawahannya yang bertindak untuk dan atas nama Lurah.

BABVH

PEMBIAYAAN
Pasa|17

Biaya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) kabupaten.

BAB Vlil

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang didasarkan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan
paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan,

_
BAB IX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 274.A Tahun 2002 dan
Keputusan Bupati Nomor 07 Tahun 2002 ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan
ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan/peraturan bupati.

'

(3) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong

pada tanoqal Lun—(a -— 2007.

BUPATI son G. 5—

Dr.ST NUS . rs,M.Si.

Diundangkan di Sorong

LEMBARAN DAERTA ABUPATEN SORONG
TAHUN 2007 NOMOR ,20
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

KELOMPOK
FIANFUNGQONAL

LURAH

SEKRETARIS LURAH

i

”751553! …' _”. 35-st *— SE'31 .
SEKS!

ozmazaz——:?AHAH KETENTRAMAN DAN PEMBANGUNAN
;

KESEJAHTERAAN

_ __
KETERTiBAH |_ MASYARAKAT


